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Abstrak

Tulisan ini membahas peluang Peradilan Agama mengadili perkara pidana Agama
pada masa kerjaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam menyelesaikan
perkara pidana tertentu. Kompetensi peradilan agama dibatasi di bidang-bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekah zakat dan ekonomi syariah
hanya sebatas persoalan keperdataan, sedangkan persoalan kepidanaan dalam
bidang-bidang itu, menjadi kewenangan Peradilan Umum. Pendekatan yang
digunakan adalah pendektan perundang-undangan. Temuan penelitian ini
menyatakan bahwa peradilan agama terdapat peluang dan berpotensi untuk
mengadili perkara pidana tertentu, yaitu pidana kekerasan rumah tangga.
Berdasarkan pada keberlakuan hukum Islam dalam masyakarat muslim Indonesia,
dan hal-hal baru yang menyentuh hajat hidaup mereka.

Kata kunci : Peradilan Agama, mengadili, perkaran, pidana tertentu

Abstract

This paper discusses the opportunities of the Religious Courts hear criminal cases
religion during the job-kingdoms or sultanates Islam resolve certain criminal cases.
Competence religious courts are limited in the areas of marriage, inheritance, wills,
grants, endowments, infaq, zakat alms and Islamic economics was limited to civil
issues, while the issue of penal law in these areas, the authority of the General
Court. The approach used is pendektan legislation. The findings of this study stated
that the religious courts are the opportunities and the potential to prosecute certain
criminal cases, ie criminal domestic violence. Based on the enforceability of
Islamic law in Indonesia Muslim society, and new things that touch their hidaup
lavatory.
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A. LatarBelakang

Peradilan Agama berdiri karena faktor kompleksitas kehidupan masyarakat
yang menyentuh secara langsung atau tidak langsung nilai-nilai hukum, moral dan
etika Islam, juga karena kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang
beragama Islam. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan dalam penerapan
hukum Islam kepada umat Islam di Indonesia, baik dari segi asubtansi hukum
maupun dari segi lembaga yang menanganinya. Sehubungan dengan kedua hal
tersebut, Peradilan Agama melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan menerapkan
hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan
nilai-nilai hukum Islam dan cita-cita batin umat Islam.

Penyempitan atau pembatasan kewenangan Peradilan Agama di bidang
perdata tertentu, dan tidak menyentuh bidang pidana, padahal persoalan umat Islam
yang terkait dengan pemalsuaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam, seperti yang
dituduhkan pada kelompok Ahmadiyah, institusi mana yang berwenang
menyatakan bahwa ajaran yang diajarkan atau dikembangkan bertentangan dengan
ajaran Islam. Persoalan pernikahan di bawah tangan, sanksi pidana yang termuat
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tindakan kekerasan
dalam rumah tangga dan aspek pidana pada UU Perbankan Syariah, UU Wakaf,
UU Sukuk (Surat Berharga Syariah) dan UU Pengelolaan Zakat.

Penilitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang
dan pendekatan konsep

B. Kewenanga Peradilan Agama Menurut UU Nomor 50 Tahun 2009

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan tugas
kekuasaan kehakiman telah mengalami perubahan. Untuk memenuhi tuntutan
perubahan itu, DPR RI dengan hak inisiatifnya mengajukan rancangan UU
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 kepada pemerintah. DPR-RI  bersama
pemerintah secara intensif membahas RUU perubahan Peradilan Agama, yang
pada akhirnya mereka menerima RUU tersebut menjadi UU. Dan pada tanggal 20
Maret 2006 Presiden RI mensahkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama, perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989.Hal ini menunjukkan bahwa
pengembangan kompetensi absolute Peradilan Agama tidak serta merta
kewenangan pemerintah, tetapi peran dan respon DPR-RI juga menentukan. Seperti
dikatakan oleh Amin Suma'bahwa terkait dengan ihwal wewenang absolute
Peradilan Agama, tentu saja tidak semata-mata berada di tangan pemerintah,
mengingat pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD NRI
Tahun 1945 ditetapkan bersama DPR-RI.

'Mohdar Yanlua, “Prospektif Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Hukum
Nasional” DisertasiUniversitasHasanuddin, Makassar 2013

103



Jurnal Al-Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015

Perubahan yang sang esensialadalah penghapuskan kata perdata dalam
Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 pada kalimat perkara perdata tertentu yang
diatur dalam UU ini, diubah dengan kalimat ...perkara tertentu yang diatur dalam
UU ini. Penghapusan kata perdata dalam kalimat perkara perdata tertentu dengan
perkara tententu menjadi perdebatan dan multi penafsiran di antara anggota DPR.
Terjadi berbagai pandangan para anggota DPR RI yang berada di komisi tiga
terhadap penghapusan kata perdata, terutama terkait dengan Pasal 2 UU ini.
Pemerintah dalam penjelasannya bahwa pengadilan agama sudah ditentukan
kewenangannya menurut UU ini, dan qanun yang berlaku di Nanggro Aceh
Darussalam kewenangannya melingkupi selain perkara perdata juga perkara di luar
perdata, agar tidak bertentangan antara UU Peradilan Agama dengan qanun yang
berlaku di Nanggro Aceh Darussalam maka menurut pemerintah kata perdata itu
dihapus.’Terjadi perubahan juga pada bidang kewenangan yaitu penambahan
kewenangan di bidang ekonomi syariah, zakat dan penetapan hasil kesaksian
melihat hilal bulan. Di samping penambahan kewenangan, juga terdapat perubahan
dihapuskan asas pilihan hukum.

Pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama menjadi suatu
tuntutan, akan tetapi belum tentu memberi jaminan pemberlakuan hukum Islam
dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Amin Suma’ bahwa perluasan atau
penambahan kompetensi absolut suatu badan peradilan, tidak serta merta
memberikan jaminan yang lebih urgen memperluas dan memperluwes
pemberlakuan serta keberlakuan hukum Islam itu sendiri dibandingkan dengan
semata-mata mempersoalkan kopetensi absolut lembaga peradilan tertentu. Semua
lembaga peradilan yang ada di negara hukum Indonesia termasuk Peradilan Agama
sebagaimana ditegaskan undang-undang adalah Peradilan negara. Indonesia adalah
negara yang beragama, maka sungguh pada tempatnya manakala semua badan
peradilan yang ada di Indonesia menjunjung tinggi nilai dan norma hukum agama
termasuk tentunya nilai dan norma hukum Islam.

Terdapat tiga prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam
untuk tunduk pada Peradilan Islam yang disebut asas personalitas keislaman, yaitu:
(1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh
karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam;
(2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut
aturan hukum Islam; (3) Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus
diselesaikan lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.*

’Lihat Dewan Perwakilan Rakyat RI, Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta,
2006, hlm. 350.

*Mohdar Yanlua, “Prospektif Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Hukum
Nasional” DisertasiUniversitasHasanuddin, Makassar 2013, hlm. 335

*Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama
di Indonesia, Pranada Media, Jakarta, 2005, hlm. 60. Asas personalitas keislaman berdasarkan
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Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa,
ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum
Islam. Oleh karena itu, Peradilan Islam tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut
merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam. Peradilan Islam
diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di
antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama
penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Karena itu, hukum Islam sebagai ilmu
pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun. Akan tetapi, hukum Islam sebagai
agama di dalamnya terkandung aqidah Islamiyah, maka ia hanya dapat diyakini,
dihayati, dan diamalkan oleh orang Islam. Orang non muslim, sepandai apapun,
mustahil dapat meyakini, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam sebagai
kebenaran Ilahiyah.’

C. Peluang Penambahan Kewenangan di bidang Pidana

Di dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Jonto UU Nomor 50
Tahun 2009 tidak dijelaskan jenis perkara tertentu. Sedangkan kewenangan absolut
Peradilan Agama berdasarkan bidang-bidang hukum sebagaimana dalam pasal 49
UU Peradilan Agama. Pada bidang-bidang hukum itu terdapat ketentuan-ketentuan
pidana. Oleh sebab itu perkara-perkara pidana yang terkait dengan bidang hukum
perkawinan, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah yaitu surat berharga syarian negara
dan perbankan syariah terintegrasi dalam kewenangan Peradilan Agama.

Dengan memperhatikan akar dan sejarah Peradilan Agama di Indonesia,
maka dapat ditemukan hal-hal spesifik dalam Peradilan Agama sebagai peradilan
Islam, antara lain: Pertama, Peradilan Agama tumbuh berdasarkan ideologi agama,
yakni agama Islam; Kedua, Peradilan Agama bertujuan untuk menegakkan hukum
Islam dan menyelesaikan sengketa antara umat manusia; Ketiga, Peradilan Agama
berkaitan langsung dengan dan merupakan bagian takterpisahkan dari kehidupan
beragama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak; Keempat, Peradilan Agama
merupakan kebutuhan mutlak umat Islam dalam kehidupan beragama,
bermasyarakat, dan bernegara; di manapun mereka berada tanpa memandang
apakah mereka merupakan mayoritas ataupun minoritas; Kelima, Peradilan Agama
berkaitan langsung dengan dan merupakan bagian dari kehidupan ketatanegaraan
setempat di manapun lembaga ini didirikan. Hal-hal spesifik ini bersifat universal
dan ia tidak menganal ruang dan waktu.®

kewenangan Peradilan Agama terkait dengan sengketa perdata tertentu. M. Yahya Harahap,
Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini,
Jakarta, 1993, hlm. 37.

SMuhammad SalimMadkur, 4!/ Qadla’u fi al Islam, DarunNadwa, Al Arabiyah,1964,
hlm. 39.

Mohdar Yanlua, op.cit., hlm. 310-311
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Kompetensi absolut peradilan Agama apabila dilihat dari teori
kemaslahatan atau tujuan hukum Islam’, maka hanya mencakup dua hal dari tujuan
hukum Islam, yaitu menjaga harta dan menja kehormatan. Kewenangan absolut
Peradilan Agama dalam menjaga harta mencakup persoalan waris, wasiat, wibah,
wakaf, zakat infak, sadakah dan ekonomi syariah serta hak milik
ataukeperdataanlainnya. Sedangkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam
menjaga kehormatan hanya mencakup persoalan perkawinan, padahal persoalan
menjaga kehormatan termasuk perbuatan zina pencemaran nama baik tidak
termasuk dalam kewenangannya. Disamping kedua unsur daruriyah tersebut ketiga
unsur daruriyah lainnya (memelihara agama, jiwa dan akal) tidak termasuk dalam
kompetensi absolut Peradilan Agama, padahalhukum Islam menempatkanketiga
unsure dlaruriyahtersebutsecarahirarkimemelihara agama sebagaiprioritaspertama,
jiwaprioritaskeduadanprioritasketigaakal,
kehormatandanhartaprioritaskeempatdankelima.

Dalam hal memelihara agama di Indonesia banyak terjadi konflik internal,
seperti kasus Ahmadiyah, dan aliran lainnya yang mengatasnamakan Islam tetapi
menyimpang dari teologi Islam.Menurut fatwa MUI satualirandalam Islam
ditetapkan palsu apabila memenuhi 10 kriteria sebagaimana disebutkan
sebelumnya.’Sepuluh criteria tersebut terdapat empat kriteria yang sangat
fundamental harus diketahui oleh seorang penegakhukum (terutama hakim), yaitu
;Pertama, harus mengetahui dan menguasai aqidah Islam sesuai dalil syar’i. Kedua,
mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai keautentikan kebenaranisi
Alquran.Ketiga, mempunyai kemampuan melakukan penafsiran Alquran sesuai
kaidah tafsir. Keempat, mengetahui dan memahami pokok-pokok ibadah yang telah
ditetapkan syariah. Empat criteria tersebut hanya dapat dilakukan oleh hakim Islam
yang menguasaiilmu-ilmu Islam.’

Kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan manusia dari aspek penegakan
hukum sangat ditekankan oleh doktrin Islam. Dengan demikian pembatasan
kewenangan terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan
persolan-persoalan umat Islam baik yang terkait dengan hak privat maupun hak
publik akan kurangtepatdengan tujuan hukum Islam.

Perkara pidana yang terkait dengan bidang hukum Islam yang diposititkan
belum ada kemauan negara yang signifikan memberikan kewenangan kepada
Peradilan Agama. ApabilabertolakdariPasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 jouncto
UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka adalah suatu

"M.Hasbish Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 188-
189.

*KUHP tidak menjelaskan kreteria penistaan atau penodaan terhadap agama. Barangsiapa
dengan sengaja di muka umum mempublikasikan perasaan atau perbuatannya yang menodai
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dipidana. Lihat Pasal 156A KUHP.

? Seperti [lmu aqidah Islam, Ilmu fikih, fikih, ushul fikih, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis dan
kaidah-kaidah bahasa arab.
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keniscayaan Peradilan Agama diberi kewenangan menyelesaikan perkara pidana
yang berhubungan langsung dengan bidang-bidang hukum yang menjadi
kewenangannya. Tertuma dalam bidang hokum keluarga, misalnya kekerasan
dalam rumah tangga (syigaq). Sebagaimana disebutkan bahwa pengadilan
mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat
alasan dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan
tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.'"Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai perbuatan
kejahatan atau pelanggaran. Yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Demikian juga salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain. Jika alasan-alasan tersebut dalam pembuktian
dipandang kuat dan menjadi pertimbangan hukum oleh hakim Peradilan Agama
untuk menjatuhkan putusan cerai, maka perbuatan kejahatan atau pelanggaran
antara suami dan isteri tersebut akan menjadi alasan bagi salah satu pihak
mengadukan ke pihak penyidik.'' Di sampingitudidalam PP Nomor 9 Tahun
1975tentangPelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Pasal
45disebutkan :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka :

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10ayat (3),
40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-
tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7, 8,
9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp.
7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran
Pendekatan norma hukum pidana pada bidang-bidang hukum yang menjadi
kewenangan peradilan agama dapat dimungkinkan melalui asas konten
jastis.'”’Asas konten jastis menempatkan sinkronisasi substansi peraturan

"Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1
Tahun 1974.

""Mohdar Yanlua, op.cit.,hlm. 359-360
"’Salah satu prinsip penting dalam KUHAP adalah prinsipdiferensiasi fungsional, yaitu
penegasanpembagiantugas, fungsi dan wewenang antara masing-masing aparat penegak hokum
secara institusional. Menurut YahyaHarahap, KUHAP meletakan suatu asas “penjernihan”
(clarification) dan “modifikasi” (modification) fungsi dan wewenang antara setiap institusi penegak
hukum. Penjernihan fungsi dan wewenang ini diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling
korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan
antara satu institusi dengan institusi yang lain Oleh karena itu system peradilan pidana memerlukan
kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan. Muladimenyebutkan, perlu
adanya sinkronisa sistruktural (structural sycronization), sinkronasi substansial (substantial
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perundang-undangan dengan kewenangan masing-masing institusi penegakan
hukum. Peradilan agama dengan kewenangan yang dibatasi pada perkara tertentu
sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dan landasan normatif hukum yang
digunakan adalah normatif hukum Islam. Asas konten jastis ini hanya
diperuntukkan kepada tindakan family crime(kejahatan dalam keluarga) seperti
penganiayaan, perzinahan, atau perselingkuhan yang terintegrasi dengan kasus
perceraian.Dalamhalpembuktianperbuatanzinasebagaialasanceraihanyadibuktikand
engankesaksiandua orang saksi, sedangkan pembuktian perbuatan pidanazina itu
sendiri dapat dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi, dan kesaksian antara
satu dengan yang lain tidakbolehberbeda'”.

Penyelesaian sengketa perdata didasarkan pada tindak kejahatan seperti
penganiyaan, dan perzinaan, dalam kasus perceraian, atau sengekata wakaf dalam
kasus penyalahgunaan kewenangan pengelolaan harta wakaf. Demikian juga
penyelesaian pidana ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan umum.
Padahal bagi umat Islam ketundukan pada hukum Islam secara totalitasadalah suatu
keharusan. Oleh sebab itu, adalah suatu keniscayaan jika penyelesaian perkara
pidana yang terkait dengan persoalan perkawinan, waris, wasiat, wakaf, ekonomi
syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama dan diselesaikan menurut hukum
Islam.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa suatu keanehan
dalam hal keberlakuan bidang hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama.
Dari pendekatan hukum perdata bidang-bidang hukum di bawa kewenangan
peradilan agama diselesaikan menurut hukum Islam. Sedangkan sanksi pidana
pada bidang-bidang hukum tersebut yang menjadi kewenangan peradilan umum
dan diselesaikan bukan menurut hukum Islam.

D. Kesimpulan

Terdapat empat hal yang melandasi penyelesaian perkara pidana di bidang
hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama. Pertama, ketentuan pidana
dalam bidang hukum perkawinan, bidang hukum zakat, bidang hukum wakaf,
bidang hukum surat berharga syariah negara dan bidang hukum perbankan syariah.
Norma-norma hukum yang diberlakukan adalah norma-norma hukum
Islam.Kedua, sesuai dengan asas personalitas keislaman dan asas ketundukan pada
hukum Islam, maka perkara pidana yang terkait bidang-bidang hukum di bawah

sycronization), dan sinkronisa sikultural (cultural syncronization). Sinkronisasi dalam system
peradilan pidana ini akan lebih memudahkan semua subsistem-subsistem menjalankan fungsinya
dan juga bekerjanya sistem secara sehat untuk mencapa itujuan. Keterpaduan antara subsistem
dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat
2berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi.
.http://id.shvoong.com/law-and-politics/constitutional-law/2027068-prinsip-penegakkan-hukum  /#
ixzzInlZ6CNY]J. 3-10-2015

PLihatAlquranSurat An Nurayat 4
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kewenangan peradilan agama sepatutnya dilaksanakan menurut hukum Islam.
Ketiga, pelaksanaan hukum pidana Islam tertentu telah menjadi kewenangan
Mahkamah Syariah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Walaupun
keberlakuannya karena perlakuan khusus bagi daerah Provinsi Nanggro Aceh
Darussalam. Keempat, menegakkan hukum Islam secara totalitas adalah bagian
dari pelaksanaan ibadah.
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